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DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
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Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca : 1. Surat Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Tanggal 14 Desember
2023 tentang usulan Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama Tahtia
Salsabillah dan NIM B021201022
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keputusan.
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Menetapkan MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat :
1. Sdr. Dr. Zulkifli Aspan ,S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama
2. Sdr. Ahsan Yunus ,S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping
Dalam penyusunan skripsi mahasiswa Tahtia Salsabillah, NIM B021201022

Kedua : Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran
DIPA Fakultas Hukum tahun 2023

Ketiga . Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari tersebut terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 14 Desember 2023

Jembusan : )
1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Laporan; —
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Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian Fakultas Hukum

~ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp: (0411) 587219,546686, FAX (0411) 587219,590846 Makassar 90245

Nomor 1 1999/UN4.5.1/PT.00/2024

Lamp. !

Perihal : PENELITIAN

Kepada

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
di -
Tempat,

Dengan Hormat,

Disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : TAHTIA SALSABILLAH
No. Mahasiswa : B021201022

No. Hp. : 081935312800
Program Studi 1 (S1) HAN

Pembimbing Utama : Dr. ZULKIFLI AHSAN YUNUS, SH, MH

Akan Menyusun Skripsi yang merupakan bagian Kurikulum Fakultas Hukum Unhas untuk itu dimohon
Mahasiswa yang bersangkutan dibantu / difasilitasi untuk mendapatkan data / informasi yang
Berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP
PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN
LUWU TIMUR.

Demikian surat pengantar Penelitian ini, Atas Bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 19 Juni 2024

/43\;\. I_Jekan
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Lampiran 3. Surat 1zin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

&
Y

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 16388/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.

Kepala Balai Pengamanan dan
Lampiran 5 - Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Perihal . Izin penelitian

di-

Tempat

1999/UN4.5.1/PT.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal te s, mahasiswa/peneliti dibawah
ini:

Nama © TAHTIA SALSABI
Nomor Pokok : B021201022
Program Studi * Hukum Administra

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat . Jik PoKemerdekaan Koy 10; Makassan N

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Mﬁwomor 3

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH
HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Juli s/d 31 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;

2. Pertinggal.
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Lampiran 4. Surat 1zin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : JI. Soekarno Hatta, Kecamatan Malil, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmptsp.luwutimur.go.id
email : dpmptspgluwulimurkab.go.id

Malili, 15 Agustus 2024

Kepada

Yth Kepala Dinas Kehutanan
Nomqr : 500.16.7.2/223/PEN/DPMPTSP-LT/VIII/2024 Di-
Lanjplran - Kab. Luwu Timur
Perihal . Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 15 Agustus 2024 Nomor : 223/KesbangPol/VIl/2024,
tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : TAHTIA SALSABILLAH

Alamat : Desa Lera, Kec. Wotu, Kab. LUwu
Tempat / Tgl Lahir : Luwu Timur /02 Desember 2002
Pekerjaan : Mahasiswi

Nomor Telepon : 081935312800

Nomor Induk Mahasiswa : B021201022

Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Lembaga : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/lbu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

“EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN
PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR”

Mulai : 12 Agustus 2024 s.d. 12 September 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut
dengan ketentuan :

-

. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah
setempat.
Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Luwu Timur.
Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati
ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

]

&

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP

Andi Habil Unru, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagal Laporan) di Malili;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr (1) TAHTIA SALSABILLAH di Tempat;

4. Dekan UNIVERSITAS HASANUDDIN di Tempat.
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Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Balai
Gakkum LHK Wilayah Sulawesi (Seksi Wilayah 1 Makassar)

: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

‘\ DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
‘ BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Jalan Batara Bira No. 9, Pai, Biri i Selatan
Telp: 08114411441 Email bpphlhkaumm gakkum@menlhk.go.id Kode Pos 90243

SURAT KETERANGAN
NOMOR: S.Ket.|\9¥BPPHLHK.3/GKM.4.11/B/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Waqgas, S.Sos

NIP : 19741227 200003 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina/IV.a

Jabatan : Kepala Seksi Wilayah | Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama, NIP : Tahtia Salsabillah

Nomor Pokok : B021201022

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Benar telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI
WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR" dari
tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2024

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Makassar, 01 Agustus 2024

An. Kepala Balai
. .J(epala SeksKWllayah | Makassar

\ABDUL WAQQAS S.Sos
NIP 19741227 200003 1 002
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Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UPTD KPH

Angkona

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ANGKONA

Jin. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur,
email : kphangkona@gmail.com Kode Pos 92981

SURAT KETERANGAN
Nomor : 005/54/KPH-AK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Ramli, SE

NIP ) : 197001052007011005

Pangkat/Gol. Ruang  : Pembina/IV.a

Jabatan . Kepala UPTD KPH Angkona Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama/NIP : Tahtia Salsabilah

Nomor Pokok : B021201022

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan . Mahasiswa

Alamat : JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar.

Benar telah selesai mengadakan penelitian di Kantor UPTD KPH Angkona Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul :

'EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI
WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR' dari
tanggal 12 Agustus 2024 — 12 September 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malili, 13 September 2024

}53 ala UPTD KPH Angkona
N
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Lampiran 7. Dokumentasi Saat Melakukan Penelitian
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